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Abstract 
This study aimed to describe the transparency level of regional financial management 
(TPKD) in Indonesia, as in the Presidential Instruction (Inpres RI) No. 7 of 2015 on 
Actions to Prevent and Eradicate Corruption. This research was conducted in 138 
local governments (Pemda), andthe data was the regional financial management for 
2019 fiscal year. Theresults showed the average TPKD index is 24.36 percent which 
was achieved by the Provincial Government, whilethe average index for the City and 
Regency Government is not very different. Meanwhile, Java regional governments 
received higher average scores than other regions, but no significant differences. 
Therefore, these findings showed the TPKD level of Local Governments  is very low 
and can be said to be non-transparent. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat transparansi pengelolaan 
keuangan daerah (TPKD) di Indonesia, sebagaimana Instruksi Presiden Republik 
Indonesia (Inpres RI) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi dan Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini dilakukan pada 138 Pemerintah Daerah 
(Pemda) di Indonesia. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah 
tahun anggaran 2019. Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa rerata indeks TPKD 
di Indonesia, yaitu sebesar 24,36 persen. Rerata indeks TKPD tertinggi diraih oleh 
Pemerintah Provinsi (Pemprov), sedangkan rerata indeks untuk Pemerintah 
Kota(Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak jauh berbeda. Sementara itu, 
Pemda di Pulau Jawa memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dibanding Pemda di luar 
Pulau Jawa, tetapi tidak terlihat perbedaan yang berarti antara keduanya. 
Sederhananya, temuan ini menunjukkan bahwa tingkat TPKD Pemda di Indonesia 
sangat rendah dan bisa dikatakan sangat tidak transparan. 
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Hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII) tentang indeks 
persepsi korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan bahwa Tahun 2019 IPK Indonesia 
berada di titik 40. IPK Indonesia menduduki peringkat 4 diantara negara-negara Asia 
Tenggara. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan 85 poin, kedua Brunei 
Darussalam 60, dan Malaysia 53 (Tempo.co, 23 Januari 2020). Sementara itu, melalui 
hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayoga selaku peneliti 
ICWmenyampaikan bahwa dalam kurun waktu 14 tahun (2004-2018), terdapat 104 
kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK 
(Merdeka.com, 16 Desember 2018). Temuan tersebut, juga mengindikasikan bahwa 
tingkat transparansi pemerintah daerah di Indonesia masih rendah. 
Transparansi dipandang sebagai sebuah solusi, untuk mengurangi peluang 
terjadinya tindakan korupsi, meningkatkan kinerja keuangan, dan mendorong 
kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah (Bertot, Jaeger, and Grimes 2010; 
Cucciniello, et al. 2017; Bauhr, Czibik, Licht, Fazekas; 2019 dan Puron-Cid, Reddick, 
and Ganapati; 2019).Hal ini dapat memungkinkan orang untuk melihat ke dalam sistem 
dan memahami alasan-alasan suatu keputusan yang diambil (Obsorne, 2004). 
Transparansi mendorong pemerintah untuk melaksanakan urusan publik 
(penyelenggaraan pemerintahan) secara terbuka dan mengeksposnya sehingga dapat 
diawasi publik (Birkinshaw& Mol, 2006). Utamanya, pengelolaan keuangan daerah 
yang merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan elemen pokok 
penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005), yang 
paling rentan terhadap tindakan kecurangan dan korupsi publik.  
Wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah (Pemda) adalah 
publikasi laporan keuangan di internet (Laswad, Fisher, & Oyelere, 2005). Pentingnya 
transparansi melalui internet (website)karena biaya yang relatif lebih murah dan 
pertimbangan kemudahan tingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan 
dengan manual dan konvensional  (Bonsón & Escobar, 2006; Wilopo, 2017).Styles & 
Tennyson (2007) mengatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini paling 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan paling cost effective bagi pemerintah untuk 
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. 
Beberapa penelitian terdahulu (Alwahidi & Darwanis, 2019; Ritonga & 
Syamsul, 2016; Adriana & Ritonga, 2018; Adiputra, Utama, & Rossieta, 2018; Agustin 
& Arza, 2020; Nor, Hudaya, & Novriyandana, 2019; Sutaryo & Tri Amanu, 2020) 
telah berusaha menunjukkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah (TKPD) 
melalui website resmi Pemda di Indonesia. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus 
mengevaluasi tingkat TPKD berdasarkan indikator keberhasilan peningkatan 
transparansi yang tertera didalam regulasi yang ada (Inpres No.7 Tahun 2015) masih 
jarang dilakukan. Dengan kata lain, penelitian yang mengukur TPKD yang konsen 
terhadap pengungkapan wajib (mandatory) Pemda sesuai dengan regulasi khusus yang  
mengatur tentang TPKD masih terbatas (Alwahidi & Darwanis, 2019, Agustin & Arza, 
2020). Lebih dari itu, mayoritas penelitian sebelumnya belum mempertimbangkan 
ketepatan waktu pengungkapan informasi dalam menilai TPKD (kecuali, Alwahidi & 
Darwanis, 2019; Ritonga & Syamsul, 2016). Aturan yang ada masih sebatas 
ketersediaan dan aksesibilitas suatu informasi pada website Pemda. Sedangkanesensi 
sebuah informasi terletak pada ketepatan waktu pengungkapannya (Ritonga dan 
Syamsul, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menggambarkan tingkat 
 
Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) di Indonesia 
187 
 
TPKD berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, sekaligus menutupi keterbatasan 
beberapa penelitian sebelumnya yang telah berusaha menunjukkan tingkat TPKD di 
Indonesia.  
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan informasi 
(data) tentang tingkat TKPD di Indonesia. Informasi yang kontinyu dan terkini tentang 
tingkat TPKDbermanfaat sebagai sumber referensi yang lebih akurat.Oleh karena itu, 
pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan TPKD di masa mendatang akan 





Di Indonesia e-government pertama kali tertuang dalam Instruksi Presiden No. 6 
Tahun 2001 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika (Telematika). Kemudian, 
kembali dikuatkan dengan diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 
Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Strategi Nasional Pengembangan e-
government. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa tujuan dari 
pengembangan e-government adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 
efektif, efisien, dan transparan. Menurut Indrajit et.al. (2005) dan Putra, Oryza, Rina & 
Pratiwi, (2018) hakikat e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang 
dipercaya dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. 
Penggunaan teknologi informasi ini, selanjutnya menghasilkan hubungan bentuk baru, 
seperti: Government to Citizen (G2C), Government to Business Enterprise (G2B) dan 
Government to Government – inter agency relationship (G2G). Bentuk dari 
pengembangan e-government adalah tersedianya situs website Pemda.  
Situs website Pemda adalah tingkat pertama (langkah awal) dalam 
pengembangan e-government di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakatdapat 
dengan mudah memeroleh akses informasi dan layanan pemerintah 
daerah(Kemenkominfo, 2012 dalam Putra et. al., 2018). Lebih dari itu, mereka juga 
mengemukakan bahwa penerapan e-government juga dimaksudkan agar masyarakat 
ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Menurut Sulistyo, 
et. Al., (2008) sertaPutra & Swastika, 2016menyatakan bahwa manfaat dari website 
Pemda adalah dapat membantu terbentuknya pemerintahan yang bersifat Good 
Governance.Hal ini dapatdiyakini mendorong semangat keterbukaan dan 
pemberdayaan masyarakat, ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 
sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) sehingga hubungan antar berbagai pihak 
menjadi lebih baik(Putra and Swastika, 2016). Dengan kata lain, penerapan e-
government diharapkan menjadikan pemerintah lebih transparan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan karena penyebaran informasi akan lebih efisien dan 
efektif. 
 
Konsep Transparansi Pemerintah 
Meijer (2013) mendefinisikan transparansi sebagai tersedianya informasi 
tentang aktor yang memungkinkan aktor lain memantau (monitoring) cara kerja atau 
kinerja aktor pertama. Araujo &Romero(2016) mengungkapkan bahwa transparansi 
adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi (supply 
side of transparency), dapat diakses, dan digunakan oleh masyarakat dan pemangku 
kepentingan lainnya (demand of transparency). Hoa &Zamor (2017) mengartikan 
 
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020 
188 
 
transparansi sebagai kemudahan penerima kebijakan dalam memperoleh akses terhadap 
informasi dan informasi tersebut diberikan secara terbuka melalui media publik atau 
bentuk lainnya. Armstrong (2005) juga mengatakan bahwa transparansi mengacu pada 
akses yang tidak terbatas oleh masyarakat untuk informasi yang tepat waktu dan dapat 
diandalkan pada keputusan dan kinerja di sektor publik. Pada dasarnya, dapat 
dinyatakan bahwa konsep transparansi menitikberatkan pada ketersediaan informasi 
organisasi pemerintah yang memungkinkan warga negara dan aktor eksternal lainnya 
untuk memantau dan menilai kinerja internal dan kinerja organisasi publik 
(Grimmelikhuijsen, 2012; Meijer, 2013), yang disajikan tepat waktu dan dapat diakses 
oleh semua pihak (Ritonga & Syamsul, 2016). 
Hood & Heal (2006) yang diikuti Piotrowski (2017) menyebutkan bahwa 
organisasi publik “menggunakan” transparansi untuk mencapai nilai instrinsik lain 
yang terkait dengan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, seperti memperbaiki 
keterbukaan publik, mempromosikan akuntabilitas, mengurangi korupsi, menghapus 
perilaku tidak etis, meningkatkan legitimasi, meningkatkan komitmen, memperbaiki 
kepercayaan dan meningkatkan partisipasi publik. Senada dengan itu, Wu, Ma, andYu 
(2017) mengungkapkan bahwa transparansi mempromosikan akuntabilitas dan 
memberikan informasi kepada masyarakat (publik) tentang kebijakan dan kinerja 
pemerintah. Lebih lanjut Hood& Heal(2006)menjelaskan bahwa secara luas 
transparansi dipercayai mampu memperkuat demokrasi dan meningkatkan keyakinan 
pada pemerintah agar memperoleh dukungan dan kepercayaan publik, dan membangun 
sistem akuntabilitas, kewajaran (fairness), dan keadilan (justice). Dengan demikian 
untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat (publik) pada pemerintah, maka 
diperlukan transparansi. Hal ini dikarenakan tanpa akses terhadap informasi yang jelas, 
akurat, dan tepat waktu, dan tanpa rasa kewajaran dan keadilan sosial, tidak mungkin 
masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah (Wu, Ma, and Yu, 2017).  
 
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia 
Transparansi di Indonesia menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah (pusat dan 
daerah) setelah diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi publik, pada pasal 7 dijelaskan bahwa “Badan Publik wajib 
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di 
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Dalam UU tersebut, khususnya terkait dengan 
keterbukaan informasi pengelolaan keuangan, jelas tertera pada Pasal 9 ayat 2 poin b, 
yang berbunyi “informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik” dan poin c, 
“informasi mengenai laporan keuangan”. Dalam konteks Pemda, kemudian 
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 
188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). 
Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan 
menu content dengan nama TPAD dalam website pemerintah daerah. Lebih lanjut, 
instruksi mendagri tersebut, menyatakan bahwa laporan TPKD pada websitePemda 
paling lambat diperbaharui setiap tanggal 22 Juni, tanggal 31 Agustus, dan tanggal 31 
November. Kemudian, diperkuat dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 
Tahun 2015 tentang Aksi dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, juga dijelaskan 
bahwa Pemda berkewajiban mempublikasikan data mutakhir melalui website masing-
masing Pemda. Sebagai tindak lanjut atas Inpres itu, Kemendagri kemudian 
mengeluarkan Surat Edaran No. 900/1843/Keuda/IX/2015 Perihal TPAD. 
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Dikeluarkannya kebijakan tersebut diatas sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk 
meningkatkan transparansi mereka, lebih khusus mempertegas pentingnya TPKD. 
 
Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Bentuk 
pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Secara singkat dari setiap tahap pengelolaan keuangan daerah 
di Indonesia berdasarkan regulasi tersebut, dapat lihat pada penelitian yang dilakukan 




Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif terhadap website Pemda di Indonesia. 
Bertujuan untuk menggambarkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah 
pada website Pemda di Indonesia, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia 
(Inpres RI) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi dan Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi. 
 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada 542 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia, 
yang terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 415 pemerintah kabupaten, dan 93 pemerintah 
kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel 
nonprobabilitas. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 
pengambilan sampel bertujuan khusus. Penentuan sampel didasarkan pada kriteria, 
yaitu; Pemda yang memiliki website, website tersebut aktif pada saat diobservasi, dan 
pada websitePemda tersedia informasi pengelolaan keuangan daerah. 
 
Definisi Operasional dan Pengukuran 
TPKD didefinisikan sebagai suatu bentuk keterbukaan pemerintah dalam 
membuat kebijakan-kebijakan anggaran (keuangan) sehingga dapat diketahui dan 
diawasi oleh publik (masyarakat) dan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan. Penelitian ini mengukur TPKD didasarkan Inpres RI No. 7 Tahun 2015 
tentang Aksi dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, lampiran nomor 32 tentang 
peningkatan TPAD. 
Setiap indikator pengelolaan keuangan daerah dinilai dengan menggunakan tiga 
kriteria utama informasi, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu 
pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah.Kriteria ketersediaan dan 
aksesibilitas dikembangkan oleh Huwae (2016), kemudian ketepatan waktu 
pengungkapan informasi ditambahkan oleh Ritonga & Syamsul (2016). Ketersediaan 
menunjukkan bahwa informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang diukur 
tersedia padawebsite Pemda. Tersedia, artinya informasi tersebut disediakan untuk 
umum (publik) di websiteoleh Pemda. Aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi 
yang tersedia tersebut dapat diunduh oleh publik, dengan kata laininformasi tersebut 
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dapat dengan mudah diambil oleh publik tanpa harus melalui prosedur yang rumit. 
Ketepatan waktu pengungkapan didefinisikan sebagai informasi terkait pengelolaan 
keuangan daerah disajikan (disediakan) padawebsite Pemda sesuai dengan rentang 
waktu yang dipersyaratkan (diharapkan)(Ritonga & Syamsul, 2016). terletak pada 
indikator pengelolaan keuangan daerah dan ketepatan waktu yang diungkapan. Lebih 
jelasnya terkait dengan indikator dan kritera pengukuran tersebut dapat dilihat pada 
lampiran penelitian ini. Kemudian, periode pengamatan websitePemda dilakukan pada 
awal bulan Maret sampai pada akhir bulan April tahun 2020.  
 
Teknik Analisis Data 
Penelitian ini mengembangkan pengukuran indeks TPKD (Ritonga & Syamsul, 
2016). Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Ritonga & Syamsul (2016), baik dari 
segi tahun anggaran, maupun indikator, penilaian ketepatan waktu pengungkapan 
dokumen pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menilai tingkat TPKD 
berdasarkan data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019 untuk seluruh 
Pemda, sementara Ritonga & Syamsul (2016) menilai TPKD tahun anggaran 2016 
terbatas pada Pemprov saja. Di sisi lain, Ritonga & Syamsul (2016), dalam mengukur 
TPKD terdiri dari 29 indikator, sementara penelitian ini menggunakan 12 indikator 
sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2015.Kemudian, rentang waktu yang ditetapkan 
dalam menilai ketepatan waktu publikasipada penelitian ini,didasarkan pada Instruksi 
Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012.  
Langkah-langkah penetapan tingkat TKPD adalah: Pertama, pengukuran 
menggunakan skor dikotomi, jika suatu item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu, 
diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia, tidak dapat 
diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu akan diberi nilai 0. Kedua, skor yang 
diperoleh setiap kriteria ketersediaan dan aksesibilitas masing-masing dikalikan 0,25, 
dan ketepatan waktu dikalikan 0,50. Pembobotan tersebut mengacu pada penelitian 
(Ritonga & Syamsul, 2016).Hasil perkalian tersebut, selanjutnya dijumlahkan untuk 
mendapatkan skor total untuk setiap indikator (item). Ketiga, skor yang diperoleh setiap 
indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap Pemda. Keempat, 
menghitung tingkat transparansi dengan cara membagi total skor yang diperoleh 
dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh setiap indikator, kemudian 
dikalikan seratus. Sementara itu, untuk menunjukkan apakah ada perbedaan nilai 
indeks TKPD antar Pemda di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa dilakukan independent 
samples test. Selain itu, juga dilakukan perbandingan dengan melihat nilai rerata indeks 
TKPD berdasarkan klasifikasi Pemda, yaitu dengan membandingkan nilai rerata indeks 
Pemprov, Pemkot, dan Pemkab. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Website Pemerintah Daerah di Indonesia 
Bentuk dari pengembangan e-government di Indonesia adalah pembuatan 
website pemerintah daerah (Pemda). Tabel 1 di bawah ini menampilkan kondisi 
(perkembangan) website Pemda di Indonesia. Dari tabel itu, terlihat bahwa dari 34 
pemerintah provinsi (Pemprov) di Indonesia, tidak ada satupun Pemprov yang tidak 
memiliki website dan website tersebut semuanya aktif. Kemudian, dari 97 Pemkot di 
Indonesia, terdapat 2 persen pemerintah kota (Pemkot) yang tidak memiliki website 
yaitu Kota Payakambuh dan Kota Mataram, 94 persen Pemkot yang memiliki website 
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dan aktif, sisanya 4 persen Pemkot yang memiliki website tetapi tidak aktif, yaitu Kota 
Bontang, Kota Tomohon, Kota Palu, dan Kota Bau-Bau.  
 
Tabel 1 
Deskripsi Website Pemerintah Daerah 
 
Sumber: data diolah, 2020 
 
Selain itu, dari 411 pemerintah kabupaten (Pemkab) di Indonesia, terdapat 7 
persen Pemkab yang tidak memiliki website, yaitu: Kab. Nias Selatan, Kab. 
Sarolangun, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Demak, Kab. 
Bondowoso, Kab. Sukamara, Kab. Barito KualaKab. Hulu Sungai Tengah, Kab. 
Mahakam Ulu, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Buol, Kab. Tojo Una Una, 
Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Tengah, Kab. Nagekeo, Kab. Buru, 
Kab. Kepulauan Aru, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Lanny Jaya, 
Kab. Nduga, Kab. Halmahera Timur, Kab. Boalemo, Kab. Kaimana, Kab. Maybrat, dan 
Kab. Pegunungan Arfak.Kemudian, 81 persen Pemkab memiliki website dan 
aktif.Sebanyak 12 persen Pemkab yang memiliki website tetapi tidak aktif, diantaranya: 
Kab. Aceh Singkil, Kab. Dairi, Kab. Langkat, Kab. Nias, Kab. Humbang Hasundutan, 
Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Ogan Ilir, Kab. Lampung 
Tengah, Kab. Way Kanan, Kab. Cianjur, Kab. Blitar, Kab. Landak, Kab. Sintang, Kab. 
Barito TimurKab. Tanah Laut, Kab. Tapin, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai 
Timur, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Parigi Moutong, Kab. 
Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Buton, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. 
Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Bima, 
Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. 
Manggarai Timur, Kab. Puncak JayaKab. Kepulauan Yapen, Kab. Tolikara, Kab. 
Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Dogiyai, 
Kab. Serang, Kab. Bangka, Kab. Belitung Timur, Kab. Teluk Wondama, dan Kab. 
Nunukan.  
Secara keseluruhan sebesar 6 persen Pemda di Indonesia yang tidak memiliki 
website, 84 persen memiliki websitedan aktif, sisanya 10 persen mempunyai website 
tetapi tidak aktif. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas Pemda di Indonesia 
memiliki website yang aktif digunakan dalam aktivitas pemerintahan, meskipun 
terdapat beberapa website Pemkot yang masih dalam proses pemeliharaan 
(maintenance), sehingga tidak dapat diakses maupun tidak ditemukan pada waktu 
pengamatan (awal maret-akhir april). Selain itu, mayoritas Pemda yang tidak memiliki 
website maupun yang mempunyaiwebsite tetapi tidak aktif berada di luar Pulau Jawa. 
Selanjutnya,Pemda yang memiliki websitedan aktif tersebut, kemudian 
diobservasi lebih lanjut terkait dengan ketersediaan informasi pengelolaan keuangan 
daerah tahun anggaran 2019. Hasil penelusuran terhadap 457 website Pemda ditemukan 
bahwa hanya 138 atau 30 persen yang menyajikan informasi pengelolaan keuangan 
daerah. Oleh karena itu, sampel penelitian ini adalah sebanyak 138 Pemda di Indonesia, 
yang terdiri dari 26 Pemprov, 28 Pemkot, dan 84 Pemkab. 
Tidak Ada Aktif Tidak Aktif Total
Pemerintah Provinsi 0 (0%) 34 (100%) 0 (0%) 34 (100%)
Pemerintah Kota 2 (2%) 91 (94%) 4 (4%) 97 (100%)
Pemerintah Kabupaten 28 (7%) 332 (81%) 51 (12%) 411 (100%)
               Total 30 (6%) 457 (84%) 55 (10%) 542 (100%)
Jenis Pemerintah Daerah Informasi Tentang Website Pemerintah Daerah
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Deskripsi Pemenuhan Indikator TPKD 
TPKD pada penelitian diukur dengan menggunakan indikator peningkatan 
TPAD yang didasarkan pada Inpres RI No. 7 Tahun 2015. Kemudian, indikator 
tersebut dinilai berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu 
pengungkapan. Adapun pemenuhan indikator TKPD berdasarkan ketiga kriteria 
tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. 
 
Tabel 2 
Deskripsi Publikasi Indikator TPKD 
 
Sumber: data diolah, 2020 
 
Pada tabel 2 menjelaskan tentang tingkat publikasi kriteria informasi 
indikatorTPKD. Indikator 1 pada tabel 2 tersebut merupakan tingkatpublikasi informasi 
tentang Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD).Informasi RKA-SKPDadalah berupa dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.Merujuk pada tabel 2, dapat 
disampaikan bahwa tingkat pemenuhan informasi RKA-SKPD untuk Pemprov sebesar 
43,27 persen, Pemkot sebesar 23,21 persen, dan Pemkab sebesar 18,45 persen, dengan 
nilai rerata pemenuhan indikator 1 sebesar 28,31 persen. Nilai tersebut 
mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan informasi tentang RKA-SPKD pada 
website Pemda masih sangat rendah.  
Kemudian, indikator 2 pada tabel 2, yaitu informasi tentang Rencana Kerja 
Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD). Informasi RKA-PPKD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan PPKD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD.Pada tabel 2 tersebut, ditunjukkan bahwa pemenuhan informasi 
tentang RKA-PPKD tertinggi adalah Pemprov dengan nilai sebesar 43,27 persen, 
disusul Pemkot sebesar 25,89 persen, dan terendah Pemkab sebesar 17,26 persen, 
dengan nilai rerata untuk seluruh Pemda sebesar 28,81 persen. Artinya, tingkat 
publikasi informasi tentang RKA-PPKD pada website Pemda masih sedikit.  
Indikator 3 pada tabel 2, mencerminkan tentang tingkat publikasi informasi 
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD). Raperda APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang diusulkan kepada DPRD disertai dengan 
penjelasan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh 
kesepakatan bersama menjadi sebuah peraturan daerah. Melalui tabel 2, itu dapat 
dijelaskan bahwa tingkat pemenuhan informasi tentang Raperda APBD terendah 
ditempati oleh Pemkab dengan nilai sebesar 11,90 persen, diatasnya ditempati Pemkot 
sebesar 21,43 persen, dan tertinggi Pemprov sebesar 28,85 persen, dengan nilai rerata 
Pemda sebesar 20,73 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat publikasi 
informasi tentang Raperda pada website Pemda masih rendah. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemerintah Provinsi 43,27 43,27 28,85 69,23 30,77 48,08 49,04 49,04 25,96 22,12 38,46 25,96
Pemerintah Kota 23,21 25,89 21,43 66,96 6,25 25,89 19,64 20,54 7,14 23,21 18,75 3,57
Pemerintah Kabupaten 18,45 17,26 11,90 69,94 7,14 22,62 19,35 19,05 11,90 18,45 19,64 11,01
      Rata-rata 28,31 28,81 20,73 68,71 14,72 32,20 29,34 29,54 15,00 21,26 25,62 13,51
Jenis Pemerintah Daerah Indikator
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Selanjutnya, indikator 4 pada tabel 2 tersebut ialah publikasi informasi tentang 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD). 
Perda APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dari tabel 
itu, tergambar bahwa tingkat pemenuhan informasi Perda APBD Pemprov tertinggi 
dengan nilai sebesar 69,23 persen, diikuti Pemkot sebesar 66,96 persen, dan terendah 
diduduki Pemkab sebesar 68,71 persen, dengan nilai rerata Pemda sebesar 68,71 
persen. Fakta ini mencerminkan bahwa tingkat publikasi informasi tentang Perda 
APBD pada website Pemda sudah lumayan tinggi. 
Pada tabel 2, khususnya indikator 5 berisi tentang tingkat publikasi informasi 
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Raperda P-APBD). 
Raperda P-APBD adalah rencana keuangan tahunan perubahan Pemda yang diusulkan 
kepada DPRD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas 
dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama menjadi sebuah peraturan daerah. 
Angka pada tabel tersebut menggambarkan bahwa tingkat pemenuhan informasi 
Raperda P-APBD tertinggi diraih oleh Pemprov dengan nilai 30,77 persen, disusul 
Pemkab sebesar 7,14 persen, dan peringkat terendah Pemkot sebesar 6,25 persen, 
dengan nilai rerata Pemda sebesar 14,72 persen. Nilai ini berarti tingkat pengungkapan 
Pemda terkait informasi Raperda-ABPD pada website Pemda masih rendah (sedikit). 
Lebih lanjut, indikator 6 pada tabel 2 menampilkan tingkat publikasi informasi 
tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Perda P-APBD). Perda P-APBD adalah rencana keuangan tahunan perubahan Pemda 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat 
pemenuhan informasi tentang Perda P-APBD rerata Pemda sebesar 32,20 persen, nilai 
tertinggi diduduki oleh Pemprov sebesar 48,08 persen, diikuti Pemkot sebesar 25,89 
persen, dan terendah ditempati oleh Pemkab sebesar 22,62 persen. Maknanya, tingkat 
pengungkapan informasi tentang Perda P-APBD pada website Pemda masih kecil. 
Indikator 7 pada tabel 2, memaparkan tingkat pengungkapan informasi tentang 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Merujuk pada tabel itu, 
dapat disampaikan bahwa tingkat pemenuhan informasi tentang DPA-SKPD pada 
website Pemda rerata sebesar 29,34 persen, posisi tertinggi diraih oleh Pemprov dengan 
nilai sebesar 49,04 persen, disusul Pemkot sebesar 19,64 persen, dan terendah Pemkab 
sebesar 19,35 persen. Maksudnya, tingkat publikasi informasi tentang DPA-SKPD 
melalui website pemda masih rendah. 
Selanjutnya, skor pada indikator 8 pada tabel 2 tersebut adalah tingkat publikasi 
informasi tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah. (DPA-PPKD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
PPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dari tabel 
itu, terlihat bahwa rerata pemenuhan informasi tentang DPA-PPKD Pemda sebesar 
29,54 persen, nilai tertinggi dipegang oleh Pemprov sebesar 49,04 persen, di bawahnya 
diduduki oleh Pemkot sebesar 20,54 persen, dan terendah ditempati oleh Pemkab 
sebesar 29,54 persen. Angka ini juga menunjukkan bahwa tingkat publikasi informasi 
tentang DPA-PPKD pada website Pemda masih rendah (sedikit). 
Indikator 9 pada tabel 2 berisi tentang informasi publikasi tentang Laporan 
Realisasi Anggaran-SKPD (LRA-SKPD). LRA-SKPD adalah informasi mengenai 
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realisasi dan anggaran SKPD. Pada tabel tersebut, tercermin bahwa rerata pemenuhan 
informasi tentang LRA-SKPD Pemda sebesar 15,00 persen, tertinggi dicapai oleh 
Pemprov sebesar 25,96 persen, diikuti oleh Pemkab sebesar 11,90 persen, dan terendah 
Pemkot sebesar 7,14 persen. Artinya, tingkat publikasi informasi tentang LRA-SKPD 
pada website Pemda masih sangat rendah. 
Indikator 10 pada tabel 2 mencerminkan publikasi tentang Laporan Realisasi 
Anggaran-PPKD (LRA-PPKD). LRA-PPKD adalah informasi mengenai realisasi dan 
anggaran PPKD.Dalam tabel 3, tercatat bahwa rerata publikasi informasi tentang LRA-
PPKD Pemda sebesar 21,26 persen, terendah ditempati oleh Pemkab sebesar 18,45 
persen, setelahnya diduduki oleh Pemprov sebesar 22,12 persen, dan tertinggi diraih 
oleh Pemkot sebesar 23,21 persen. Nilai mengindikasikan bahwa tingkat publikasi 
informasi tentang LRA-PPKD pada website pemda masih rendah. 
Lebih lanjut, tabel 2 pada indikator 11 berupa gambaran publikasi informasi 
tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audit (LKPD audit). LKPD audit 
adalah laporan yang terstrukstur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi 
yang dilakukan oleh Pemda dan dinyatakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi 
pemerintahan yang berlaku. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Operasional, Neraca, 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan 
Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan SAL. Berdasarkan tabel itu, dapat 
disampaikan bahwa rerata pemenuhanan informasi tentang LKPD audit Pemda sebesar 
25,62 persen, posisi tertinggi ditempati oleh Pemprov dengan nilai sebesar 38,46 
persen, disusul Pemkab sebesar 19,64 persen, dan terendah dicapai oleh Pemkot 
sebesar 18,75 persen. Hal ini berarti tingkat publikasi informasi tentang LKPD audit 
melalui website pemda masih sedikit.  
Terakhir, indikator 12 pada tabel 2 tersebut menggambarkan tingkat publikasi 
informasi tentang Opini atas Laporan Keuangan (Opini LK).Opini LK adalah 
pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan Pemda yang telah diperiksa 
(diaudit).Melalui tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa rerata pemenuhan informasi 
tentang Opini LK Pemda yakni sebesar 13,51 persen, angka tertinggi dicapai oleh 
Pemprov sebesar 15,96 persen, diikuti Pemkab sebesar 11,01 persen, dan terkecil 
Pemkot sebesar 3,57 persen. Artinya, publikasi Opini LK pada websitePemda juga 
masih sangat rendah.  
Berdasarkan analisis tersebut di atas publikasiindikator TPKD oleh Pemda 
masih rendah, apabila dinyatakan secara reratatingkat publikasi masih kurang dari 50 
persen.Temuan ini mengindikasikan bahwa kepedulian Pemda terhadap manfaat dari 
sebuah informasi publik apabila dipublikasikan masih sangat kurang. Hal ini sangat 
disayangkan, padahal informasi yang dipublikasikan, bermanfaat untuk mendorong 
partisipasi publik, sehingga turut serta mengawasi jalannya pemerintahan karena 
adanya rasa memiliki terhadap sumber daya yang dikelola pemerintah, yang pada 
akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Selain itu, rendahnya 
pemenuhan indikator TPKD juga mengindikasikan rendahnya ketaatan Pemda terhadap 
regulasiyang berlaku atau ketentuan yang mengatur tentang keharusan Pemda untuk 
mempublikasi informasi publik pada website mereka. 
Lebih dari itu, berdasarkan hasil pengamatan pada website pemda, selain tidak 
tersedianya data pada website mereka, juga ditemukanPemda tidak memberikan akses 
kepada publik untuk mengunduh dokumen pengelolaan keuangan tersebut. Artinya, 
dokumen tersebut hanya bisa dibaca di website mereka, dan ada pula harus melalui 
prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan informasi tersebut, padahal di dalam 
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regulasi atau ketentuan yang ada telah jelas dan terang disampaikan bahwa badan 
publik dalam konteks ini Pemda wajib mengungkap seluruh aktivitas penyelenggaraan 
pemerintahan kepada publik. Kemudian, melalui hasil pengamatan, juga dapat 
diterangkan bahwa mayoritas Pemda tidak tepat waktu mempublikasikan informasi 
pengelolaan keuangan daerah mereka. Padahal esensi nyata suatu informasi terletak 
pada ketepatan waktu pengungkapan (Syamsul and Ritonga, 2016), apabila informasi 
tersebut tepat waktu disajikan akan dapat dijadikan sumber referensi dalam 
pengambilan kebijakan (Amstrong, 2005).Sebaliknya, apabila tidak tersedia tepat pada 
waktunya, maka manfaat dari suatu laporan akan berkurang (Peraturan Pemerintah No. 
71 Tahun 2010), artinya tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. 
Selain itu, dalam PP No. 71 Tahun 2010 juga dipertegas bahwa faktor-faktor 
kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas 
ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan suatu laporan tepat waktu. 
Disisi lain, juga ditemukan sebagian besar Pemda tidak mengikuti ketentuan 
yang berlaku, dengan menyiapkan menu content khusus dengan nama “Transparansi 
Pengelolaan Keuangan Daerah” pada websiteresmi mereka. Sebagai tempat 
mempublikasi data mutakhir 12 indikator pengelolaan anggaran daerah tersebut. 
Terdapat beberapa nama yang sering dijumpai, yang dijadikan sebagai tempat Pemda 
mempublikasikan data mutakhir tersebut, diantaranya nama “transparansi”, “anggaran”, 
“keuangan”, “APBD”, “dokumen”, dan nama lainnya. Kemudian, juga ditemukan 
beberapaPemda mempublikasikan data mutakhir tersebut, stagnan atau hanya sampai 
tahun anggaran 2014 dan 2015, artinya tidak ada konsistensi Pemda dalam 
mempublikasikan informasi pengelolaan keuangan mereka. Lain daripada itu, 
ditemukan juga dokumen yang dipublikasikan itu tidak lengkap. Misalnya, informasi 
RKA-SKPD, DPA-SKPD, LRA-SKPD yang dipublikasikan hanya beberapa SKPD, 
kemudian Rancangan Perda tentang APBD dan Perda APBD, baik murni atau 
perubahannya yang diunggah hanya ringkasan saja, selain itu ditemukan juga beberapa 
Pemda menyajikan LKPD juga tidak lengkap”. Temuan ini mengindikasikan bahwa 
beberapaPemdamengungkapkan informasi pengelolaan keuangan daerah mereka, 
seolah-olah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa memperhatikan asas 
manfaat (kelengkapan) dari sebuah data (informasi) yang dipublikasikan tersebut. 
 
Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai indeks TPKD tertinggi sebesar 100 persen 
dan terendah 4 persen, sementara itu rerata indeks TPKD di Indonesia, yaitu sebesar 
24,36 persen. Nilai rerata ini mencerminkan bahwa tingkat TPKD Pemda di Indonesia 
termasuk dalam kelompok sangat tidak transparan, di bawah 60 persen (Adiloglu & 
Vuran, 2012). 
Lebih dari itu pada tabel 3, juga dapat dilihat berdasarkan jenis Pemda, 
ditemukan nilai indeks TPKD tertinggi Pemprov sebesar 100 persen dan terendah 4 
persen, dengan rerata indeks sebesar 39,50 persen. Sementara itu, nilai indeks terendah 
Pemkot sebesar 4 persen dan tertinggi sebesar 67 persen, dengan nilai rerata indeks 
sebesar 21,86 persen. Kemudian, nilai rerata indeks Pemkab sebesar 20,51 persen, 
dengan nilai indeks terendah sebesar 4 persen dan tertinggi sebesar 92 persen. Fakta ini 
menunjukkan bahwa rerata indeks tertinggi diraih oleh Pemprov, sedangkan 








Deskripsi Nilai Indeks TPKD 
 
Sumber: data diolah, 2020 
 
Selanjutnya, tabel 3 juga menunjukkan indeks TKPD ditinjau dari letak Pemda, 
indeks TKPD terendah untuk Pemda di Pulau Jawa sebesar 4 persen, tertinggi sebesar 
92 persen, nilai rerata sebesar 27,41 persen. Sementara itu, nilai tertinggi untuk Pemda 
di luar Pulau Jawa sebesar 100 persen, dan indeks terendah sebesar 4 persen, dengan 
rerata indeks sebesar 22,15 persen. Nilai rerata menunjukkan bahwa Pemda di Pulau 
Jawa lebih tinggi dibanding Pemda di luar Pulau Jawa, hasil ini sesuai dengan 
pengukuran (Hermana et al., 2012; Martani et al., 2014). Meskipun demikian, Pemda di 
Pulau Jawa memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dibanding Pemda di luar Pulau 
Jawa, tetapi tidak terlihat perbedaan yang berarti antara kedua kelompok Pemda 
tersebut. Hasil ini dikuatkan dengan hasil analisis independent samples test pada tabel 4 
yang menunjukkan tidak adanya perbedaan TKPD yang berarti antara Pemda di Pulau 
Jawa dan Luar Pulau Jawa (0,19 > 0,05). Oleh karena itu, hasil ini bertentangan dengan 
penelitian (Sofia & Husen, 2013)yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara Pemda di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Tidak adanya perbedaan 
yang ditemukan antara Pemda di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menandakan 
bahwa fasilitas teknologi informasi (internet) sudah menjangkau atau menyebar di 
seluruh daerah di Indonesia, kemudian kurangnya kompetensi sumber daya manusia 
dalam bidang keuangan dan informasi yang mumpuni, bukan alasan lagi untuk tidak 
menyuguhkan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. 
 
Tabel 4 
Independent Samples test 
 
Sumber: data diolah, 2020 
 
Selanjutnya, tabel 5 adalah Pemda dengan nilai indeks masuk dalam kategori 
sepuluh besar tertinggi. Dari tabel itu, dapat diterangkan bahwa Pemprov Sumatera 
Barat menduduki urutan teratas, nilai tertinggi (sempurna 100 persen) pemenuhan 
indikator TKPD, artinya Pemprov Sumatera Barat menduduki peringkat pertama yang 
paling transparan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu, juga dapat dilihat 
bahwa terdapat 7 Pemprov, 3 Pemkab yang termasuk dalam kelompok 10 nilai indeks 
Terendah Tertinggi Rata-rata Jumlah (N)
Pemerintah Provinsi 4,00 100,00 39,50 26
Jenis Pemerintah Kota 4,00 67,00 21,86 28
Pemerintah Kabupaten 4,00 92,00 20,51 84
          Total 4,00 100,00 24,36 138
Letak Pulau Jawa 4,00 92,00 27,41 58
Luar Pulau Jawa 4,00 100,00 22,15 80
          Total 4,00 100,00 24,36 138
Nilai Indeks TPKDPemerintah Daerah
Equal variances 
assumed 0,574 0,450 1,329 ,186
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TPKD tertinggi, dan tidak ada satupun Pemkot yang masuk dalam kategori 10 besar 
tertinggi. Artinya, nilai indeks TKPD tertinggi didominasi oleh Pemprov. Di sisi lain, 
hasil ini ternyata mematahkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa indeks 
TKPD mayoritas dikuasai oleh Pemda di Pulau Jawa (Agustin, 2014; Martani et al., 
2014). Lebih lanjut terkait dengan nama-nama Pemda yang masuk dalam kategori 10 
besar dapat dilihat pada tabel 5. 
 
Tabel 5 
Nilai Indeks TPKD 10 Pemda Tertinggi 
 
    Sumber: data diolah, 2020 
 
Kemudian, tabel 6 berikut ini menunjukkan nilai indeks TPKD kurang dari 10 
persen. Pada tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 58 Pemda yang mendapat nilai 
TPKD di bawah 10 persen, yang terdiri dari 5 Pemprov, 12 Pemkot, dan 41 Pemkab. 
Temuan ini mengisyaratkan bahwa mayoritas Pemda memperoleh nilai TPKD kurang 
dari 10 persen. Untuk lebih jelasnya terkait nama-nama Pemda yang termasuk dalam 
kategori tingkat TPKD kurang dari 10 persen dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini. 
 
Tabel 6 
Nilai Indeks TPKD Kurang dari 10 Persen 
 
Peringkat Nama Pemerintah Daerah Indeks
1 Prov. Sumatera Barat 100,00
2 Prov. Riau 95,83
3 Kab. Trenggalek 91,67
4 Prov. Jawa Timur 77,08
5 Kab. Banyumas 75,00
6 Prov. Kalimantan Selatan 75,00
7 Prov. Gorontalo 75,00
8 Prov. Kalimantan Utara 75,00
9 Kab. Tegal 70,83
10 Prov. Nusa Tenggara Barat 70,83
No. Nama Pemerintah Daerah Indeks No. Nama Pemerintah Daerah Indeks
1 Prov. Sumatera Utara 8,33 30 Kab. Pacitan 8,33
2 Prov. DKI Jakarta 8,33 31 Kab. Pamekasan 8,33
3 Prov. DI Yogyakarta 8,33 32 Kab. Ponorogo 8,33
4 Prov. Bangka Belitung 8,33 33 Kab. Sumenep 8,33
5 Prov. Sulawesi Tenggara 4,17 34 Kab. Sanggau 8,33
6 Kota Medan 8,33 35 Kab. Seruyan 8,33
7 Kota Padang 8,33 36 Kab. Kutai Kartanegara 8,33
8 Kota Bekasi 8,33 37 Kab. Bone 8,33
9 Kota Bogor 8,33 38 Kab. Gowa 8,33
10 Kota Sukabumi 8,33 39 Kab. Soppeng 8,33
11 Kota Semarang 8,33 40 Kab. Kolaka 8,33
12 Kota Tegal 8,33 41 Kab. Jembrana 8,33
13 Kota Gorontalo 8,33 42 Kab. Flores Timur 8,33
14 Kota Blitar 6,25 43 Kab. Timor Tengah Selatan 8,33
15 Kota Subulussalam 4,17 44 Kab. Rote Ndao 8,33
16 Kota Sungai Penuh 4,17 45 Kab. Sumbawa Barat 8,33
17 Kota Kupang 4,17 46 Kab. Ende 8,33
18 Kab. Pidie 8,33 47 Kab. Sorong 8,33
19 Kab. Labuhanbatu Utara 8,33 48 Kab. Mamuju Utara 8,33
20 Kab. Padang Pariaman 8,33 49 Kab. Mamuju 8,33
21 Kab. Tanjung Jabung Timur 8,33 50 Kab. Aceh Besar 4,17
22 Kab. Empat Lawang 8,33 51 Kab. Nagan Raya 4,17
23 Kab. Tanggamus 8,33 52 Kab. Dharmasraya 4,17
24 Kab. Kuningan 8,33 53 Kab. Majalengka 4,17
25 Kab. Subang 8,33 54 Kab. Sangihe 4,17
26 Kab. Semarang 8,33 55 Kab. Toraja Utara 4,17
27 Kab. Sukoharjo 8,33 56 Kab. Timor Tengah Utara 4,17
28 Kab. Temanggung 8,33 57 Kab. Biak Numfor 4,17
29 Kab. Gresik 8,33 58 Kab. Nganjuk 4,17
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Sumber: data diolah, 2020 
 
Selanjutnya, tabel 7 adalah hasil kategori indeks TPKD berdasarkan open 
budget survey (OBI) yang dikeluarkan oleh (IBP, 2015). Merujuk kategori survei 
keterbukaan anggaran pada tabel itu, dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat 
keterbukaan informasi anggaran Pemda masih tidak cukup (insufficient). Lebih lanjut, 
dari 138 Pemda yang ditelusuri, sebanyak 60 persen Pemda termasuk dalam kualifikasi 
sedikit, kemudian terdapat 20 persen termasuk dalam kualifikasi minimal, dan 8 persen 
termasuk dalam kualifikasi terbatas. Lebih dari itu, sebesar 6 persen termasuk dalam 
kualifikasi substansial, dan sisanya, sebanyak 2 persen Pemda tergolong dalam 
kualifikasi ekstensif.  
Selain itu, berdasarkan kategori tabel 7tersebut dapat juga disampaikan bahwa 
dari 26 Pemprov yang observasi, sebesar 31 persen termasuk dalam kualifikasi sedikit, 
begitupula 31 persen Pemprov termasuk dalam kualifikasi minimal, 12 persen Pemprov 
termasuk dalam kualifikasi terbatas, 19 persen Pemprov tergolong dalam kualifikasi 
substansial, sisanya 8 persen Pemprov termasuk dalam kualifikasi ekstensif. 
Selanjutnya, dari 28 Pemkot yang diteliti, sebesar 61 persen tergolong dalam kualifikasi 
sedikit 21 persen termasuk dalam kualifikasi minimal, 7 persen termasuk dalam 
kualifikasi terbatas, 10 persen termasuk dalam kualifikasi substansial, dan tidak ada 
Pemkot yang tergolong dalam kualifikasi ekstensif. Di sisi lain, dari 84 Pemkab yang 
dievaluasi, ditemukan 69 persen termasuk dalam kualifikasi sedikit, 15 persen termasuk 
dalam kualifikasi minimal, 8 persen termasuk dalam kualifikasi terbatas, dan sebanyak 
6 persen tergolong dalam kualifikasi substansial, dan terdapat 1 persen Pemkab 
termasuk dalam kualifikasi ekstensif. 
Tabel 7 
Kategori Indeks TPKD berdasarkan Open Budget Survei (OBI) 
 
Sumber: data diolah, 2020 
 
Skor










Pemerintah Provinsi 8 (31%) 8 (31%) 3 (12%) 5 (19%) 2 (8%) 26 (100%)
Pemerintah Kota 17 (61%) 6 (21%) 2 (7%) 3 (11%) 0 (0%) 28 (100%)
Pemerintah Kabupaten 58 (69%) 13 (15%) 7 (8%) 5 (6%) 1 (1%) 84 (100%)
               Total 83 (60%) 27 (20%) 12 (9%) 13 (9%) 3 (2%) 138 (100%)
Jawa 30 (52%) 12 (21%) 9 (16%) 6 (10%) 1 (2%) 58 (100%)
Luar Jawa 53 (66%) 15 (19%) 3 (4%) 7 (9%) 2 (3%) 80 (100%)





Tindak Cukup (insufficient ) Cukup (Sufficient )
Total
No. Nama Pemerintah Daerah Indeks No. Nama Pemerintah Daerah Indeks
1 Prov. Sumatera Utara 8,33 30 Kab. Pacitan 8,33
2 Prov. DKI Jakarta 8,33 31 Kab. Pamekasan 8,33
3 Prov. DI Yogyakarta 8,33 32 Kab. Ponorogo 8,33
4 Prov. Bangka Belitung 8,33 33 Kab. Sumenep 8,33
5 Prov. Sulawesi Tenggara 4,17 34 Kab. Sanggau 8,33
6 Kota Medan 8,33 35 Kab. Seruyan 8,33
7 Kota Padang 8,33 36 Kab. Kutai Kartanegara 8,33
8 Kota Bekasi 8,33 37 Kab. Bone 8,33
9 Kota Bogor 8,33 38 Kab. Gowa 8,33
10 Kota Sukabumi 8,33 39 Kab. Soppeng 8,33
11 Kota Semarang 8,33 40 Kab. Kolaka 8,33
12 Kota Tegal 8,33 41 Kab. Jembrana 8,33
13 Kota Gorontalo 8,33 42 Kab. Flores Timur 8,33
14 Kota Blitar 6,25 43 Kab. Timor Tengah Selatan 8,33
15 Kota Subulussalam 4,17 44 Kab. Rote Ndao 8,33
16 Kota Sungai Penuh 4,17 45 Kab. Sumbawa Barat 8,33
17 Kota Kupang 4,17 46 Kab. Ende 8,33
18 Kab. Pidie 8,33 47 Kab. Sorong 8,33
19 Kab. Labuhanbatu Utara 8,33 48 Kab. Mamuju Utara 8,33
20 Kab. Padang Pariaman 8,33 49 Kab. Mamuju 8,33
21 Kab. Tanjung Jabung Timur 8,33 50 Kab. Aceh Besar 4,17
22 Kab. Empat Lawang 8,33 51 Kab. Nagan Raya 4,17
23 Kab. Tanggamus 8,33 52 Kab. Dharmasraya 4,17
24 Kab. Kuningan 8,33 53 Kab. Majalengka 4,17
25 Kab. Subang 8,33 54 Kab. Sangihe 4,17
26 Kab. Semarang 8,33 55 Kab. Toraja Utara 4,17
27 Kab. Sukoharjo 8,33 56 Kab. Timor Tengah Utara 4,17
28 Kab. Temanggung 8,33 57 Kab. Biak Numfor 4,17
29 Kab. Gresik 8,33 58 Kab. Nganjuk 4,17
No. Nama Pemerintah Daerah Indeks No. Nama Pemerintah Daerah Indeks
Prov. Sumatera Utara 8,33 30 Kab. Pacitan 8,33
Prov. DKI Jakart 8,33 31 Kab. Pamekasan 8,33
3 Prov. DI Yogyakarta 8,33 32 Kab. Ponorogo 8,33
4 Prov. Bangka Belitung 8,33 33 Kab. Sumenep 8,33
5 Prov. Sulawesi Tenggara 4,17 34 Kab. Sanggau 8,33
6 Kota Medan 8,33 35 Kab. Seruyan 8,33
7 Kota Padang 8,33 36 Kab. Kutai Kartanegara 8,33
8 Kota Bekasi 8,33 37 Kab. Bone 8,33
9 Kota Bogor 8,33 38 Kab. Gowa 8,33
10 Kota Sukabumi 8,33 39 Kab. Soppeng 8,33
11 Kota Semarang 8,33 40 Kab. Kolaka 8,33
12 Kota Tegal 8,33 41 Kab. Jembrana 8,33
13 Kota Gorontalo 8,33 42 Kab. Flores Timur 8,33
14 Kota Blitar 6,25 43 Kab. Timor Tengah Selatan 8,33
15 Kota S bulussalam 4,17 44 Kab. Rote Ndao 8,33
16 Kota Sungai Penuh 4,17 45 Kab. Sumbawa Barat 8,33
17 Kota Kupang 4,17 46 Kab. Ende 8,33
18 Kab. Pidie 8,33 47 Kab. Sorong 8,33
19 Kab. Labuhanbatu Utara 8,33 48 Kab. Mamuju Utara 8,33
20 Kab. Padang Pariaman 8,33 49 Kab. Mamuju 8,33
21 Kab. Tanjung Jabung Timur 8,33 50 Kab. Aceh Besar 4,17
22 Kab. Empat Lawang 8,33 51 Kab. Nagan Raya 4,17
23 Kab. Tanggamus 8,33 52 Kab. Dharmasraya 4,17
24 Kab. Kuningan 8,33 53 Kab. Majalengka 4,17
25 Kab. Subang 8,33 54 Kab. Sangihe 4,17
26 Kab. Semarang 8,33 55 Kab. Toraja Utara 4,17
27 Kab. Sukoharjo 8,33 56 Kab. Timor Tengah Utara 4,17
28 Kab. Temanggung 8,33 57 Kab. Biak Numfor 4,17
29 Kab. Gresik 8,33 58 Kab. Nganjuk 4,17
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Selain itu, tabel 7 di atas juga menggambarkan kualifikasi Pemda berdasarkan 
kategori OBI, apabila dilihat dari letak geografisnya. Melalui tabel tersebut dapat 
dijelaskan bahwa dari 58 Pemda di Pulau Jawa, sebanyak 52 persen termasuk dalam 
kualifikasi sedikit, 21 persen termasuk dalam kualifikasi minimal, 16 persen Pemda 
termasuk dalam kualifikasi terbatas, 10 persen tergolong dalam kualifikasi substansial, 
dan sisanya 2 persen Pemda yang terletak di Pulau Jawa termasuk dalam kualifikasi 
ekstensif. Sedangkan, dari 80 Pemda di luar Pulau Jawa yang dievaluasi, sebesar 66 
persen tergolong dalam kualifikasi sedikit, 19 persen termasuk dalam kualifikasi 
minimal, 4 persen termasuk dalam kualifikasi terbatas, 9 persen termasuk dalam 
kualifikasi substansial, dan terdapat 3 persen tergolong dalam kualifikasi ekstensif. 
Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan kualifikasi yang berarti antara 
TKPD di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa.  
Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat TPKD di 
Indonesia masih sangat rendah, dengan kata lain mayoritas Pemda dalam lingkup 
pengelolaan keuangannya, mereka sangat tidak transparan atau termasuk dalam 
kualifikasi tingkat keterbukaan anggaran sangat tidak cukup (insufficient). Temuan ini 
sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan olehAdriana & Ritonga, 2018; 
Alwahidi & Darwanis, 2019; Syamsul & Ritonga, 2017; Sutaryo & Tri Amanu, 2020). 
Artinya, belum semua Pemda menyadari pentingnya pemanfaatan website Pemda untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah(Agustin, 
2014). Sehingga, dapat juga dikatakan bahwa transparansi informasi pengelolaan 
keuangan daerah melalui e-government belum maksimal (Putra, et.al., 2018). 
Selain itu, rendahnya TKPD mengindikasikan pula bahwa Pemda masih 
menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah itu bersifat rahasia, sehingga tidak 
untuk dikonsumsi publik. Padahal, rendahnya transparansi informasi pengelolaan 
keuangan daerah ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, pengawasan dari masyarakat atas jalannya 
pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah (sumber daya ekonomi) 
itu sangat rendah, disebabkan kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Akibatnya, 
meningkatkan tingkat kecurangan Pemda, sehingga mereduksi kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan legitimasi 
pemerintah. Sebaliknya, tingginya transparansi mendorong kepercayaan masyarakat 
yang lebih besar kepada pemerintah, mengurangi korupsi publik, dan meningkatkan 
kinerja keuangan (Bauhr, Czibik, de Fine Licht, & Fazekas, 2019; Bertot, Jaeger, & 
Grimes, 2011; Cucciniello, Porumbescu, & Grimmelikhuijsen, 2017; Puron-Cid, 
Reddick, & Ganapati, 2019). Sehingga, tujuan akhir dari upaya peningkatan 
transparansi adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, sehingga 
tercipta pemerintahan yang baik dan bersih. 
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  
 
Simpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa rerata indeks TPKD di Indonesia, yaitu 
sebesar 24,36 persen. Rerata indeks TKPD tertinggi diraih oleh Pemprov sebesar 39,50 
persen, sedangkan indeksrerata untuk Pemkot dan Pemkab tidak jauh berbeda, yaitu 
sebesar 21,86 persen dan 20,51 persen. Sementara itu, Pemda di Pulau Jawa 
memperoleh nilai reratasebesar 27,41 persen lebih tinggi dibanding Pemda di luar 
Pulau Jawa sebesar 22,15 persen. Terdapat 7 Pemprov, 3 Pemkab yang termasuk dalam 
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kelompok 10 nilai indeks TPKD tertinggi, dan tidak ada satupun Pemkot yang masuk 
dalam kategori 10 besar tertinggi. Kemudian, sebanyak 58 Pemda yang mendapat nilai 
TPKD di bawah 10 persen, yang terdiri dari 5 Pemprov, 12 Pemkot, dan 41 Pemkab. 
Akhirnya, dapat dikatakan bahwa mayoritas tingkat keterbukaan informasi anggaran 
Pemda masih tidak cukup (insufficient).Temuan penelitian ini menguatkan penelitian 
sebelumnya yang menunjukkan tingkat TPKD Pemda di Indonesia. 
 
Keterbatasan 
Penelitian ini tidak mengukur seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah seperti 
yang dilakukan oleh Ritonga and Syamsul (2016), hal ini dikarenakan secara khusus 
penelitian ini memang bermaksud untuk mengungkapkan tingkat TPKD pemerintah 
berdasarkan Inpres RI No. 7 Tahun 2015 tersebut. Argumentasinya adalah informasi 
tersebut wajib untuk dipublikasikan Pemda pada website mereka. Sehingga, 
pengungkapan ini penting untuk mengetahui sejauh mana Pemda telah menerapkan 
instruksi tersebut. Selain itu, kurangnyawebsitePemda yang aktif dan dapat diakses 
sehingga memperkecil sampel penelitian ini, dan terbatasnyaPemda yang mengunggah 
informasi pengelolaan keuangan pada website mereka. 
 
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya, dapat menelusuri lebih jauh terkait dengan variabel-
variabel apa saja yang memungkinkan berpengaruh terhadap pengungkapan wajib 
Pemda pada website mereka. Kemudian, peneliti selanjutnya perlu melakukan 
wawancara mendalam (depth-interview) untuk mengetahui alasan atau penyebab 
Pemda tidak mempublikasikan pengelolaan keuangan pada website mereka. 
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Lampiran 1.  
Indikator TPKD 
No. Data Pengelolaan Anggaran Daerah Tanggal Update Ditetapkan 
1 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(RKA-SKPD),  
31 November. 
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (RKA-PKD), Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD). 
31 November. 
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD),  
22 Juni,  
 
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD),  
22 Juni, 
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD),  
31 November. 
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD),  
31 November. 
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD),  
22 Juni,  
 
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-PPKD),  
22 Juni 
9 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD,  31 Agustus 
 
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-
PPKD  
31 Agustus 
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit,  31 Agustus 
12 Opini atas Laporan Keuangan 31 Agustus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
